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ABSTRAK 

Penyaluran pinjaman dengan agunan ijazah oleh BMT Bina Ihsanul Fikri  

merupakan program penyaluran dana yang sifatnya modal kerja. Pemerintah melalui 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tengah menggalakkan dunia 

wirausaha dikalangan sarjana yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan 

yang mandiri. Kemenkop dan KUKM melalui satuan kerja Lembaga Pengelola Dana 

Bergulir (LPDP) bekerjasama dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan dan lembaga 

keuangan menjaring para sarjana yang memiliki keinginan merintis wirausaha dan 

mengembangkannya.  Sarjana sebagai pendatang baru di dunia usaha tentu memiliki 

keterbatasan dari berbagai segi termasuk modal. Modal kerja yang diberikan dengan 

agunan ijazah cukup beresiko bila menilik cara pengikatannya sendiri. Jika ditinjau dari 

sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku 

mengenai pemberian kredit terhadap masyarakat dengan agunan yang bersifat non komersil 

khususnya ijazah tidak memiliki dasar hukum (legalitas) yang sifatnya eksplisit guna 

menentukan cara pengikatannya dan penyelesainnya jika terjadi wanprestasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan 

perjanjian kredit dengan ijazah sebagai agunan yang diberikan oleh BMT Bina Ihsanul 

Fikri Yogyakarta. 2) Bagaimana legalitas dokumen berupa Ijazah sebagai agunan kredit di 

BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 3) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil 

oleh pihak kreditor apabila terjadi wanprestasi. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian 

lapangan (field Research) yaitu dengan melakukan observasi langsung di lapangan dengan 

mengumpulkan data yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri 

Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-

empiris. Hasil dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan pengikatan ijazah sebagai 

agunan dalam perjanjian kredit dilakukan dalam tahap penyelidikan dan persetujuan 

permohonan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengikatan jaminan 

ijazah sedikit berbeda karena belum dapat dikategorikan jenis pengikatannya. Sehingga 

yang menjadi acuan pengikatan adalah pada tahap pendataan jaminan dan penandatanganan 

perjanjian kredit untuk mengikat jaminan ijazah. Legalitas dokumen ijazah sebagai agunan 

dapat dilihat dari prinsip-prinsip dalam suatu perikatan. Asas kepercayaan dan Asas 

kebebasan berkontrak menjadi pedoman utama bahwa ijazah merupakan agunan yang sah 

apabila kedua belah pihak sepakat dan menandatangani isi perjanjian (pacta sunt 

servanda). Mengingat prinsip dasar perjanjian dengan agunan ijazah ini adalah perjanjian 

pembiayaan mudhorobah maka peran agunan bukan dinilai dari seberapa besar agunan 

tersebut dapat melunasi hutang, melainkan dinilai dari akibat dan dampak atas penguasaan 

ijazah oleh kreditur, sehingga kreditur merasa yakin bahwa debitur akan mengelola modal 

dengan sesaui kontrak perjanjian secara sungguh-sungguh. Proses penyelesaian sengketa 

apabila terjadi wanprestasi lebih menekankan cara-cara musyawarah mufakat karena hal ini 

didasarkan bahwa dalam perjanjian pembiayaan mudhorobah adalah menggunakan konsep 

investasi dan bukan konsep hutang piutang. Selain itu, apabila memang terjadi kerugian 

maka kerugian tersebut dapat di tujukan kepada Kementerian Koperasi sebagai Corporate 

Guarantee, karena program pembiayaan LPDB merupakan program yang inisiasinya 

berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dalam proses 

pelaksanaannya dilakukan kerjasama dengan beberapa lembaga koperasi keuangan baik 

koperasi konvensional maupun koperasi jasa keuangan syariah yang salah satunya adalah 

BMT Bina Ihsanul Fikri. 
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MOTTO 

Words pay no debts 

-William Shakespeare- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kekuatan suatu negara selalu diukur dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa menjadi alat potensial untuk 

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Negara melalui  pemerintah, 

rakyat dan perangkat kebijakan ekonomi memiliki peranan besar dalam 

menggenjot pertumbuhan perekonomian melalui sumber daya alam yang 

digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Pembangunan tersebut tentu 

membutuhkan modal besar serta partisipasi aktif masyarakat yang dilengkapi 

dengan perangkat kebijakan perekonomian yang diatur oleh negara. 

Kegiatan penyaluran modal merupakan sarana penting terhadap upaya 

menggenjot potensi ekonomi berbasis kerakyatan. Peran pemerintah dalam 

pembiayaan melalui regulasi lembaga keuangan serta kebijakan pembiayaan yang 

mudah diakses oleh masyarakat, menunjukkan hadirnya negara dalam 

membangun ekonomi masyarakat. Di samping itu, masyarakat memiliki andil 

dalam penyaluran dana yang dihimpun melalui lembaga keuangan yang kemudian 

disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke 

arah yang lebih produktif. 

Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh lembaga keuangan semakin 

besar. Pertumbuhan ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan kebutuhan 

masyarakat baik konsumtif maupun produktif. Hal tersebut mendorong lembaga 
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keuangan perbankan dan non perbankan semakin gencar menghimpun dana dan 

menyalurkannya dengan prinsip mendorong perekonomian dan mencari 

keuntungan melalui bunga. 

Koperasi sebagai corong ekonomi kerakyatan kini berkembang sedemikian 

rupa secara kelembagaan maupun jenis usahanya. Melalui usaha simpan pinjam, 

koperasi kini bertransformasi sebagai lembaga penyalur kredit layaknya bank 

konvensional. Koperasi memberikan fasilitas kredit dengan persyaratan yang 

relatif mudah dari pada bank konvensional yang memperketat persyaratan dengan 

administrasi yang relatif sulit dalam penyaluran kreditnya. 

Koperasi secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu 

cooperatives; merupakan gabungan dua kata co dan operation. Dalam bahasa 

Belanda disebut cooperatie, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa 

Indonesia dijadikan kata serapan dilafalkan menjadi Koperasi. Mohammad Hatta 

dalam bukunya “The Cooperative Movement in Indonesia”, mengemukakan 

bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan 

ekonomi berdasarkan tolong menolong.
1
 Menurut UU Republik Indonesia No. 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. 

Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan tujuan Koperasi, merupakan usaha yang 

                                                 
1
 Suhardi, Moh. Taufik Makarao dan Fauziah, Hukum Koperasi Usaha Mikro, kecil dan 

Menengah di Indonesia, (Jakarta Barat: PT. Akademia, 2012), hlm. 8. 
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bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta berpartisipasi membangun perekonomian nasional. 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah salah bentuk kelembagaan Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi 

simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola 

zakat, infak/sedekah, dan wakaf.
2
 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip 

syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI).
3
 

Unsur yang terpenting dalam kredit adalah adanya kepercayaan dan yang 

lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Ditinjau dari 

pihak kreditor, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini 

adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan 

pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kreditor untuk 

menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor. Hanya saja 

antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang 

memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini 

mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang 

telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan. 

                                                 
2
Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 

Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. 

3
Ibid. Pasal 1 butir 6. 
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Koperasi Simpan Pinjam Konvensional maupun Koperasi Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) secara umum tidak memakai istilah “kredit” 

seperti halnya di bank tetapi menggunakan istilah “pinjaman”.
4
 Kredit perorangan 

adalah kredit  yang diberikan oleh lembaga keuangan maupun koperasi kepada 

calon kreditor perseorangan bukan korporasi untuk keperluan konsumtif atau 

produktif.  Dalam pemberian fasilitas pinjaman oleh Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT) hanya dapat diberikan kepada anggota dan calon anggota, artinya  

penyaluran pinjaman hanya dapat diterima oleh seseorang yang sudah terdaftar 

sebagai anggota maupun calon anggota yang akan mendaftar. 

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi antara 

koperasi dengan anggota atau calon anggotanya bahwa umumnya sering 

dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan pinjaman (agunan) oleh pihak 

peminjam kepada pihak pemberi pinjaman (BMT).  Jaminan kredit dapat berupa 

barang atau benda sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji 

penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.
5
 

Dalam konteks perkreditan, istilah jaminan sering bertukar dengan istilah 

agunan. Menurut Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu 

adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 

Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu 

                                                 
4
Andinna Puteri Lestari, “Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Koperasi Yang Menggunakan 

Jaminan Yang Dapat Difidusiakan Tetapi Tidak Dibebani Fidusia”, Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya, (2012), hlm. 6. 

 
5
Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan 

Jaminan Sk Pengangkatan PNS,” Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, No.1,Vol.I, 

(April-Juni 2013), hlm. 2. 
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keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan 

yang diperjanjikan. Menurut Djumhana yang tepat sebenarnya harus memakai 

istilah agunan. 3 Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari
6
 : 

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang 

memerlukannya ; 

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) penerima kredit untuk 

melakukan (meneruskan) usahanya ; 

3. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah 

diuangkan untuk melunasi utangnya si debitor. 

BMT Bina Ihsanul Fikri  Yogyakarta adalah Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi melalui 

pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan wakaf (sosial) serta lembaga 

penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat (ekonomi) dengan 

pelayanan berbentuk deposito mudhorobah, pembiayaan (mudharabah, 

musyarkah, murabahah, al-qard dan Ijarah) dan consulting.
7
 

BMT Bina Ihsanul Fikri  Yogyakarta juga memberikan pinjaman sejumlah 

dana dengan menetapkan persyaratan ijazah sebagai agunan pinjaman. Penyaluran 

pinjaman dengan agunan tersebut tentu merupakan kemajuan dibidang keuangan 

khususnya pertumbuhan kredit yang mudah diakses bagi kalangan anggota. Pada 

periode 2010-2012 pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Program 

                                                 
6
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti, 2000), hlm. 77.  

7
http://bmt-bif.co.id/index.php?menu=produks&view=related. Diakses Pada Hari Rabu, 

20 April 2016, Pukul 10. 29 WIB. 

http://bmt-bif.co.id/index.php?menu=produks&view=related
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Sarjana Mandiri. Program ini dilaksanakan guna menumbuhkan lapangan kerja 

baru serta wirausahawan muda baru bagi para sarjana. Mereka dapat mengakses 

kredit untuk keperluan modal usaha dengan agunan ijazah.
8
 Bahkan Himpunan 

Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong agar konsep ijazah sebagai 

agunan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengusaha Muda pada 

Program legislasi Nasional tahun 2016.
9
 

Selain itu, penyaluran pinjaman dengan agunan ijazah sendiri memiliki 

risiko baik terhadap Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sendiri sebagai kreditor 

maupun  peminjam (debitor). Meskipun kredit tersebut diberikan kepada anggota 

koperasi dengan memperhatikan kemampuan anggota dari segi finansial dalam 

melaksanakan prestasinya dengan landasan kepercayaan. Namun tidak menutup 

kemungkinan, kebijakan penyaluran  pinjaman dana (kredit) itu mengandung 

risiko dengan adanya wanprestasi dan tidak dapat di eksekusinya ijazah  

selayaknya benda-benda lainnya yang memiliki nilai ekonomis. 

Berdasarkan uraian di atas, penyaluran pinjaman dengan agunan ijazah 

oleh BMT Bina Ihsanul Fikri  menjadi hal yang menarik bagi penyusun untuk 

mengupas lebih lanjut, ditinjau dari sudut pandang yuridis yang dihubungkan 

dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pemberian kredit terhadap 

masyarakat dengan agunan yang bersifat non komersil  oleh koperasi. Oleh karena 

itu, untuk membahas lebih dalam mengenai kredit dengan agunan ijazah maka 

penyusun mengajukan bahan untuk penelitian skripsi dengan judul : Kedudukan 

                                                 
8
https://m.tempo.co/read/news/2010/01/20/058220350/butuh-modal-ijazah-sarjana-bisa 

untuk-agunan. Diakses Pada Hari Rabu, 20 April 2016, Pukul 10.24 WIB. 

9
http://www.jpnn.com/read/2015/09/04/324356/Usul,-Ijazah-Sarjana-jadi-Agunan-Kredit-

Rp-120-Juta-?ref=yfp. Diakses Pada Hari Rabu, 20 April 2016, Pukul 10.26 WIB 

https://m.tempo.co/read/news/2010/01/20/058220350/butuh-modal-ijazah-sarjana-bisa
http://www.jpnn.com/read/2015/09/04/324356/Usul,-Ijazah-Sarjana-jadi-Agunan-Kredit-Rp-120-Juta-?ref=yfp
http://www.jpnn.com/read/2015/09/04/324356/Usul,-Ijazah-Sarjana-jadi-Agunan-Kredit-Rp-120-Juta-?ref=yfp
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Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi Di BMT Bina 

Ihsanul Fikri  Yogyakarta). 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagai karya ilmiah, penulisan skripsi ini diperlukan adanya penelitian 

yang saksama dan teliti agar di dalam penulisannya dapat memberikan arah yang 

menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya 

perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan 

skripsi ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ke tidak konsistenan di 

dalam penulisan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan ijazah sebagai 

agunan yang diberikan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri  Yogyakarta ? 

2. Bagaimana legalitas dokumen berupa Ijazah sebagai agunan kredit di 

BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta ? 

3. Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditor 

(BMT) apabila terjadi wanprestasi ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan 

menjelaskan bagaimana kedudukan hukum dokumen resmi berbentuk ijazah 

sebagai agunan kredit perorangan serta menjelaskan berkaitan dengan proses 
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pemberian kredit yang diberikan oleh BMT (kreditor) kepada orang-perorangan 

baik anggota maupun calon anggota (debitor). Selain itu, penyusunan skripsi ini 

juga membahas perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal ini koperasi bila 

terjadi wanprestasi yang dilakukan debitor. 

2.  Manfaat 

a. Ditinjau dari segi teoretis; penulisan skripsi ini diharapkan mampu 

menambah literatur kepustakaan tentang hukum jaminan khususnya 

dalam hal kebendaan yang dapat diagunkan di lembaga keuangan non 

perbankan. Selain itu, skripsi ini diharapkan juga memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum 

pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya. 

b. Ditinjau dari segi praktis; penulisan skripsi ini diharapkan mampu 

memberikan masukan yang bersifat  khususnya bagi pelaku usaha 

keuangan non perbankan, terlebih koperasi dalam melaksanakan 

kegiatan usaha simpan pinjam. Selain itu, diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan masukan bagi kalangan praktisi hukum 

dalam menangani permasalahan-permasalahan hukum jaminan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya di lingkungan Fakultas 

Syariah dan Hukum menunjukkan bahwa penelitian dengan judul : Kedudukan 

Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi Di BMT Bina Ihsanul 
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Fikri Yogyakarta) belum ada yang membahasnya serta mempublikasikan 

berbentuk karya ilmiah. Namun, penulis menampilkan beberapa karya ilmiah 

yang membahas terkait dengan tema yang diangkat penyusun. Adapun beberapa 

karya ilmiah tersebut baik dilingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta maupun dari luar adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Dera Reswara Santiaji pada program studi 

Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2015 

yang berjudul “Penahanan Ijazah sebagai Jaminan Kontrak Bagi 

Karyawan Studi Kasus Swalayan Palma Jaya di Cilacap Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif”. Letak kesamaan dari penelitian 

tersebut adalah dalam hal kebendaan yang menjadi objek jaminan. 

Sedangkan hal yang membedakan antara skripsi penyusun dengan 

skripsi Dera Reswara Santiaji adalah pada  perjanjiannya. Penyusun 

mengangkat skripsinya dengan jaminan ijazah pada perjanjian kredit, 

sedangkan Dera Reswara Santiaji menekankan pada ijazah sebagai 

jaminan perjanjian kerja. Dalam skripsi Dera Reswara Santiaji 

membahas ijazah sebagai jaminan perjanjian kerja agar meminimalisir 

permaasalahan yang akan dihadapi sebuah perusahaan yang diakibatkan 

keluarnya karyawan sebelum masa kontrak kerja habis.
10

  

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah pada Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

                                                 
10

 Dera Reswara Santiaji, “Penahanan Ijazah sebagai Jaminan Kontrak Bagi Karyawan 

Studi Kasus Swalayan Palma Jaya di Cilacap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, 

skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)., hlm. ii. 
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2015 dengan judul “Efektivitas Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Guna 

Mencegah Terjadinya Wanprestasi di BMT Barokah Padi Melati 

Yogyakarta”. Pokok pembahasan dalam penelitian tersebut tentang 

pencegahan risiko yang timbul akibat kredit macet (wanprestasi) dan 

kerugian kreditor dengan penilaian saksama dan efektif terhadap 

jaminan yang diserahkan debitor kepada kreditor.
11

 Pembahasan skripsi 

yang ditulis oleh Siti fatimah memiliki perbedaan dengan skripsi 

penyusun. Hal ini terletak pada pembahasan objek jaminan. Penyusun 

menitik beratkan surat autentik yang berbentuk ijazah dengan tanpa nilai 

komersial yang dijadikan agunan. Sedangkan skripsi Siti fatimah 

membahas secara luas objek jaminan yang diserahkan dengan prinsip 

efektivitas objek tersebut yang dapat mendorong debitor dari 

wanprestasi. 

3. Tesis yang ditulis oleh Rahmadi Halim dengan judul “Pelaksanaan 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk, Cabang Lumajang)”. Pokok pembahasan dalam 

penelitian tersebut lebih menekankan pada proses perbankan dalam 

pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah disebabkan wanprestasi nasabah 

yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Perbedaan tesis tersebut 

                                                 
11

Siti Fatimah, “Efektifitas Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Guna Mencegah Terjadinya 

Wanprestasi di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta”, (2015), abstrak paragraf  pertama, hlm. ii. 
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dengan penelitian penyusun terletak pada objek benda jaminan serta 

lembaga keuangan. Selain itu tesis ini tidak membahas mengenai posisi 

hukum mengenai surat keputusan pengangkatan PNS.
12

 

4. Tesis yang ditulis oleh Islamiyati yang berjudul “Perjanjian Kredit 

Tanpa Jaminan Oleh Koperasi Sepanjang Jaya Di Semarang” pada 

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang pada 

pokok pembahasannya menekankan pada pemberian pinjaman oleh 

Koperasi Sepanjang Jaya selaku kreditur tanpa adanya mensyaratkan 

suatu jaminan yang diberikan kepada anggotanya. Selain itu, beliau juga 

membahas proses penyelesaian kredit macet debitor yang melakukan 

wanprestasi. Perbedaan tesis Saudari Islamiyati dengan skripsi yang 

disusun penyusun pada konsep jaminan yang dibahas, kredit tanpa 

agunan yang diteliti oleh saudari Islamiyati memberikan kemudahan 

kredit dengan tanpa mengisyaratkan jaminan tertentu. Sedangkan 

penyusun mencoba menelaah lebih dalam pada konsep jaminan 

kebendaan yang sifatnya non komersial.
13

 

Karya tulis yang penyusun cantumkan di atas mewakili beberapa karya 

tulis mengenai hukum jaminan dan kredit dengan pembahasan yang sama. Penulis 

sendiri belum menemukan karya tulis baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi 

mengenai Ijazah sebagai agunan kredit baik pada lembaga keuangan seperti bank 

                                                 
12

 Rahmadi Halim, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 

Cabang Lumajang)”, Tesis, (Semarang:  Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 2006), 

hlm. vii.  

13
Islamiyati,“Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi "Sepanjang Jaya” Di 

Semarang” Tesis  Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2006), hlm. iii. 
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maupun non keuangan selayaknya koperasi konvensional maupun koperasi yang 

berdasarkan prinsip Syariah, sehingga penulis tertarik meneliti tema yang 

diangkat. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Penulisan skripsi ini tentunya membutuhkan konsep dan pola dalam 

pembahasannya dengan menyandarkan kerangka teori yang kuat agar fokus 

pembahasan dapat dicapai. Teori sendiri diartikan sebagai preposisi-preposisi 

yang telah teruji kebenarannya. Dengan berpedoman pada teori seorang ilmuwan 

diharapkan mampu menjelaskan berbagai macam gejala sosial yang 

dihadapinya.
14

 Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran, pendapat-

pendapat, butir-butir, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan 

(problem) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoretis.
15

 

Penelitian dan penyusunan skripsi ini berangkat dari fenomena yang 

terjadi dan dibahas dengan teori-teori hukum yang teruji untuk mendapatkan hasil 

yang terstruktur dan fokus. Penyusun mengangkat 3 teori sebagai dasar 

pembahasan materi penyusunannya, yaitu: 

1.  Konsep Kepastian Hukum 

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan 

hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran 

yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku 

aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak 

                                                 
14

 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI PRESS, 1986), hlm. 6. 

15
 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80. 
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wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai 

pelanggaran demi tegaknya keadilan, meskipun ditinjau secara formal tidak ada 

aturan tertulis / peraturan perundang-undangan yang melarangnya.16 

Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa 

Kontinental dengan konsep Negara hukum rechstaat, sedangkan rasa keadilan 

lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep 

Negara hukum the rule of law. Dilematis terjadi bila berhadapan dua prinsip 

tersebut, apakah mengutamakan kepastian hukum atau rasa keadilan. Sering kali 

salah satu prinsip tersebut terpinggirkan bila mengutamakan salah satunya, 

meskipun keduanya merupakan prinsip yang lahir dari negara hukum. 

Pada dasarnya terdapat larangan lembaga keuangan menghimpun dana dan 

menyalurkan dana untuk masyarakat, dalam Undang-undang Perbankan 

disebutkan: 

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 

(lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling 

banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)”.
17

 

 

Pasal 409 KUHP telah diatur:  

“Barang siapa dengan tidak berhak, meminjamkan uang atau barang yang 

jumlahnya atau harganya tidak lebih dari seratus rupiah, dengan menerima 

gadai ataupun secara jual beli dengan hak boleh dibeli kembali atau 

dengan perjanjian komisi, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.-“. 

                                                 
16

Mahfud M.D.,” Kepastian Hukum Tabrak Keadilan,”dalam Fajar Laksono, Ed., Hukum 

Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD,(Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2007), hlm. 91. 

17
Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
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Dalam upaya pengembangan koperasi, pemerintah memberi peluang bagi 

koperasi untuk membuka Usaha Simpan Pinjam termasuk di dalam Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berbentuk Baitul Mal wat 

Tamwil (BMT).  Regulasi mengenai usaha simpan pinjam oleh koperasi ini 

diharapkan sebagai motor penggerak koperasi dalam membuka usaha lainnya, 

sehingga terjadi sinergi antar usaha koperasi  yang pada akhirnya dapat 

mempercepat tercapainya tujuan koperasi, yakni kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sudah semistisnya 

koperasi sebagai badan usaha tidak boleh meninggalkan jati dirinya di mana salah 

satu prinsipnya adalah lebih berorientasi pada pelayanan (service oriented), 

daripada orientasi keuntungan (profit oriented).  

Guna mengakomodasi kepentingan Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) secara formal dalam bidang usaha simpan maka 

disusunlah sedikitnya 3 peraturan perundang-undangan dibidang koperasi simpan 

pinjam, yaitu:  

a. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian. 

b. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 

Oleh Koperasi. 

c. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. 

Dengan hadirnya 3 aturan formil di atas, membuka peluang bagi koperasi 

untuk memperluas bidang usaha khususnya usaha simpan pinjam. Selain itu 
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memberikan kepastian hukum bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam 

menyalurkan pinjaman. Peraturan Pemerintah nomor  9 tahun 1995 adalah aturan 

yang lebih khusus (Lex Specialy) yang memungkin koperasi membuka usaha 

simpan pinjam (Lex Specialy derogat lex generaly), artinya koperasi yang khusus 

bergerak (mempunyai usaha) di bidang usaha simpan pinjam harus lebih menaati 

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995, tetapi yang bersifat umum/general 

yang dijadikan acuan adalah Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang 

Perkoperasian.
18

 

Bila ditelaah lebih jauh mengenai aturan jaminan pinjaman pada Baitul 

Mal wat Tamwil (BMT) dapat ditemukan pada Pasal 28 Peraturan Menteri 

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi tidak menyebutkan secara spesifik 

mengenai bentuk serta jenis benda apa saja yang dapat dijadikan agunan. Pasal 

tersebut memberikan wewenang kepada KSPPS dan USPPS menetapkan jaminan 

atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih yang 

diperhitungkan senilai dana pinjaman atau pembiayaan yang bersangkutan.
19

  

Penetapan jenis agunan sendiri koperasi mengacu pada jaminan kredit 

yang diberlakukan pada bank dengan bersandar pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang di dalamnya terdapat mengenai gadai, Undang-Undang No. 

                                                 
18

Bambang Muridno, Dasar Hukum Usaha Simpan Pinjam, Revisi / MUSP Terapan/ 

BM/2010,  Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur, (2010), hlm. 3-4.  

19
Pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperas 
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4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. 

2.  Teori Kepercayaan 

Perjanjian kredit atau sering disebut perjanjian utang piutang terjadi 

disebabkan dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena 

dilatar belakangi perjanjian. Setiap calon debitor yang mengajukan kredit tidak 

serta merta pihak kreditor akan langsung bersedia memberikan pinjaman. Pada 

umumnya kreditor  pasti mempertimbangkan dahulu tentang beberapa hal dapat 

tidaknya permintaan itu dikabulkan.
20

 

Aspek kepercayaan menjadi awal mula kesepakatan akan terjadi. 

Sebagaimana dikatakan Van Dunne dan Van Der Burght yang dikutip oleh Salim 

H.S., teori kepercayaan timbul bersamaan dengan dua teori lainnya (teori 

kehendak dan teori pernyataan) disebabkan pada adanya kasus yang terjadi pada 

tahun 1856 di Keulun/ Koln/ Collogne, Belanda. Kasusnya, seorang komisioner 

bernama Weiler menerima telegram dari Opeinheim yang isinya suatu perintah 

untuk menjual saham-saham Opeinheim. Akan tetapi, surat kawat itu cacat (tidak 

sesuai yang dikehendakinya).  

Tujuan surat itu bukan bermaksud menjual saham, tetapi justru membeli 

saham. Jadi, di sini terjadi kekeliruan penyampaian telegram oleh petugas 

pengirim telegram. Kemudian terjadi sengketa, lalu Opeinheim menggugat Weiler 

untuk mendapatkan ganti rugi dan hal ini dikabulkan hakim. Dalam kasus ini, 

                                                 
20

Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 

2013), hlm. 13. 
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pengadilan memutuskan berdasarkan teori kehendak.
21

 Meskipun munculnya di 

Belanda yang pada dasarnya menganut sistem hukum Civil Law, namun pada 

praktiknya teori banyak digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem 

hukum Anglo Saxon.
22

 

Teori kepercayaan menyatakan tidak setiap pernyataan menimbulkan 

perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja menyebabkan 

terjadinya perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar 

dikehendaki. Namun pada hakikatnya aspek kepercayaan berada dalam dimensi 

psikologis yang membuat sulit dinilai.  

Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan pemecahan masalah 

kepercayaan tersebut, seperti sebagai berikut: 

a. Dengan tetap mempertahankan kehendak. Jadi, apabila perjanjian 

yang terjadi tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. 

Pemecahannya adalah pihak lawan berhak mendapat ganti rugi, 

karena pihak lawan sangat mengharapkannya. 

b. Dengan tetap berpegang pada kehendak, hanya dalam 

pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan hanya menganggap 

kehendak itu ada. 

c. Penyelesaiannya dengan melihat perjanjian baku (standart 

contract), yaitu perjanjian yang didasarkan pada ketentuan umum 

                                                 
21

Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Buku Kesatu, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 32. 

22
 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 6. 
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di dalamnya. Biasanya perjanjian itu dituangkan dalam bentuk 

formulir. 

Secara umum, sebelum melaksanakan perjanjian kredit pihak kreditor 

memperhatikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu calon debiturnya. Jika 

debitor adalah perorangan, maka setidaknya kreditor maka dipertimbangkan 

mengenai hal-hal yang menyangkut empat persoalan, yaitu tentang siapa 

orangnya, nilai utangnya, kekayaannya dan kepentingannya. Dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan empat hal tersebut dengan saksama, 

kreditor mempunyai dasar yang kuat untuk mengambil keputusan untuk 

memberikan atau tidak memberikan kredit.
23

 

Pertimbangan di atas, sejalan seperti yang tertera dalam penjelasan Pasal 8 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa 

untuk memperoleh keyakinan, kemampuan dan kesanggupan debitor untuk 

melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, maka sebelum memberikan 

kredit pihak bang memberikan penilaian terhadap penerima pinjaman atau debitor 

yang disebut 5 C, meliputi: 

a. Character (watak) atau sama dengan kepribadian. Dengan 

memperhatikan kepribadian debitor maka akan diketahui apakah 

sanggup atau tidak melunasi kreditnya. 

b. Capacity (kemampuan), dengan memperhatikan kemampuan 

manajemen keuangannya atau bisnisnya akan dapat diprediksi 

kemampuannya dalam mengembalikan utang. 
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c. Capital (modal), permodalan yang dimiliki debitor berhubungan 

langsung dengan kemampuan mengembalikan kreditnya. 

d. Colateral (agunan), selain jaminan utama berupa kepribadian 

debitor, diperlukan juga jaminan tambahan yang berupa agunan. 

e.  Condition (kondisi), mempertimbangkan kondisi ekonomi secara 

makro maupun mikro merupakan faktor penting untuk 

dipertimbangkan sebelum memberikan kredit. 

Pada Pasal 19 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi disebutkan 

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 

Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat 

dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon 

pinjaman.”  

 

Penyebutan kalimat “dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan 

kemampuan pemohon pinjaman” menunjukkan bahwa Pasal tersebut mencoba 

menerapkan teori kepercayaan dengan penilaian kelayakan debitor atau peminjam 

serta kemampuannya dalam mengembalikan. 

3.  Teori eksekusi langsung (strict foreclosure theory) 

Teori eksekusi langsung menyatakan bahwa benda objek yang dijadikan 

jaminan kredit dapat dilakukan langkah yang memungkinkan bagi kreditor untuk 

mendapatkan kembali kredit yang telah diserahkan kepada debitor. Dalam hal ini, 

setelah jatuh tempo pihak debitor tidak dapat membayar utangnya, kemudian 

diberikan tambahan waktu kepada debitor untuk membayar utangnya, tapi bila 

debitor tidak juga mampu membayarnya maka dalam hal ini giliran kreditor 
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mengajukan peringatan kepada debitor dan barang akan dieksekusi oleh kreditor 

bila debitor masih saja tidak melaksanakan prestasinya.
24

 

Berdasarkan teori di atas perlunya memahami syarat jaminan kebendaan 

yang baik dijadikan agunan, yaitu:
25

 

a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatannya. 

b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa 

c. Harga benda jaminan tersebut dapat dinilai 

d. Harga benda jaminan itu meningkat setidak-tidaknya stabil 

e. Ketika pinjaman macet, maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan 

model pengeksekusian yang mudah, murah dan tidak perlu memerlukan 

bantuan debitor. 

Dengan adanya persyaratan jaminan kebendaan yang baik untuk 

diagunkan maka dapat memberikan keyakinan kepada kreditor atas pembayaran 

utang-utang yang telah diberikan kepada debitor. Jaminan kredit digolongkan 

menjadi dua golongan yang disebut dengan jaminan umum dan khusus dengan 

kriteria masing-masing, antara lain: 

a. Jaminan umum; Jaminan berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak 

milik debitor menjadi tanggungan utangnya kepada kreditor. Dasar 

hukumnya adalah Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan 

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, bik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian 

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” 

 

b. Jaminan khusus; menilik pertimbangan jaminan umum di atas kreditor 

cenderung memilih jaminan utang khusus, agar pembayaran utang 

                                                 
 
24
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menjadi aman. Jaminan utang khusus bersifat “kontraktual” yang terbit 

dari perjanjian tertentu.
26

 

 

F. Metode Penelitian 

Guna memperoleh data yang dibutuhkan secara sistematis maka dalam 

penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yang relevan. 

1.  Jenis Penelitian 

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (field Research) yaitu 

dengan melakukan observasi langsung di lapangan dengan mengumpulkan data 

yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri 

Yogyakarta. 

2.  Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan konsep hukum 

jaminan dan perjanjian yang ada saat ini serta menggambarkan mengapa situasi 

seperti yang diteliti tersebut terjadi.
27

 Dalam hal ini penyusun menjelaskan 

pelaksanaan pemberian kredit dengan objek agunan berupa ijazah oleh koperasi 

serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dengan akibat hukum 

yang timbul berdasarkan analisis perspektif hukum positif. 

3.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis-empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan mengenai 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan menyerahkan agunan berupa ijazah yang 

                                                 
26

 Ibid., hlm. 8-9.  

27
Morrison, Metode Penelitian survey, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), hlm. 166. 
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kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori-teori hukum perjanjian, jaminan 

dan koperasi serta dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia, yaitu: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992  tentang 

Perkoperasian; 

c. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  Simpan 

Pinjam Oleh Koperasi; 

d. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.  

4.  Pengumpulan Data 

Penelitian ini membutuhkan data yang lengkap, valid dan teruji. Dengan 

demikian penyusun menggunakan metode pengumpulan data-data tersebut 

diperoleh dari: 

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang 

diselidiki.
28

 

b. Interview (wawancara), yaitu dengan metode pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berlandaskan 

pada tujuan penelitian.
29

 Wawancara ini dilakukan dengan pengelola BMT 

Bina Ihsanul Fikri  Yogyakarta. 

5.  Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang dapat dihimpun, penyusun menggunakan 

metode deduktif, yaitu menganalisis norma umum untuk menilainya menjadi 

                                                 
28

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi Universitas Gajah Mada. 1978), hlm. 136. 

29
 Ibid., hlm. 193. 
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khusus. Dalam penelitian ini penyusun mengemukakan konsep kepastian hukum, 

teori kepercayaan dan teori eksekusi langsung yang kemudian dijadikan alat 

menilai pelaksanaan pemberian kredit dengan agunan ijazah. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan uraian logis yang bersifat sementara 

menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya. 

Uraian yang dikemas di dalam proposal ini bertujuan supaya pembahasan dalam 

penyusunan skripsi terarah dan sistematis. 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada 

masing-masing bab terdiri dari sub-bab sebagai penjelasan yang lebih rinci. Fokus 

pembahasan pada penelitian diperlukan agar penyusunannya tidak terjadi 

kerancuan antara satu bab dengan bab yang lainnya. 

1. Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka Teoritik, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

2. Bab II berisikan tinjauan pustaka mengenai Perjanjian Kredit 

dengan Jaminan Ijazah. Pembahasan di dalamnya terdiri dari 

tinjauan mengenai perjanjian dan kredit, konsep jaminan, tinjauan 

mengenai ijazah dan koperasi. 
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3. Bab III gambaran umum BMT Bina Ihsanul Fikri  Yogyakarta 

secara kelembagaan yang  termuat di dalamnya status badan 

hukum, struktur kepengurusan, keanggotaan dan jenis pelayanan 

4. Bab IV menjelaskan mengenai analisa pelaksanaan pemberian 

kredit dengan agunan ijazah proses penyelesaian sengketa bila 

terjadi wanprestasi di BMT Bina Ihsanul Fikri  Yogyakarta. 

5. Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisa yang didasarkan pada data-data dan penjabaran secara 

deskriptif tentang kedudukan hukum ijazah sebagai agunan kredit perorangan 

studi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta maka penulis memperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan dan pengikatan ijazah sebagai agunan dalam perjanjian 

kredit di BMT Bina Ihsanul Fikri berdasarkan perjanjian pembiayaan 

mudharabah. Proses penyaluran pinjaman dilakukan dalam tahap 

penyelidikan dan persetujuan permohonan. Hal pokok yang menjadi tahapan 

terpenting adalah dalam tahap pendataan jaminan dan penandatanganan 

perjanjian kredit untuk mengikat jaminan ijazah a quo serta penilaian 

kelayakan usaha yang dikucurkan dana pinjaman sebagai dasar pelaksaan 

pemberian pinjaman yang sehat. 

2. Legalitas dokumen ijazah sebagai agunan dapat dilihat dari prinsip-prinsip 

dalam suatu perikatan dan perikatan tersebut juga harus dilihat apakah 

dalam kompetensi pembiayaan mudharabah atau perjanjian konvensioanal. 

Asas kepercayaan dan Asas kebebasan berkontrak menjadi pedoman utama 

bahwa ijazah merupakan agunan yang sah apabila kedua belah pihak 

sepakat dan menandatangani isi perjanjian. Kemudian dari sudut pandang 

jaminan-jaminan yang lainnya ijazah tidak dapat dikategorikan sebagai 

suatu jaminan gadai, fidusia atau jaminan hak tanggungan. Melainkan 
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kepercayaan dalam perjanjian kredit dengan agunan berupa ijazah timbul 

karena ijazah merupakan suatu surat yang berharga bagi debitur sebagai 

bukti atas jenjang pendidikan yang diperolehnya. Sehingga timbullah apa 

yang disebut dengan hak retentie. Namun didalam perjanjian pembiayaan 

mudharabah, legalitas ijazah sebagai agunan hanya sebagai alat untuk 

meyakinkan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak 

dan untuk menjaga agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan 

oleh pengelola dana (taqshir al-amiil). Jadi legalitas ijazah sebagai agunan 

dalam perjanjian mudharabah adalah tidak begitu diperhitungkan sehingga 

sah apabila diperjanjikan. 

3. Proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi adalah dilakukan 

dengan musyawarah mufakat yang mengedepankan win win solution dan 

karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian pembiayaan mudhorobah 

maka sesungguhnya yang menjadi dasar pertimbangan terhadap pembiayaan 

bermasalah adalah bukan berdasarkan pada kerugian, melainkan 

berdasarkan indikasi ada tidaknya keseriusan ataupun penyalahgunaan oleh 

mudhorib dalam mengelola dana. Sehingga setiap terjadi permasalahan 

dalam pembiayaan maka sebelumnya pembiayaan itu akan di analisis oleh 

staff administrasi pembiayaan dan digolongkan ke dalam salah satu empat 

kriteria pembiayaan lancar, kurang lancar diragukan ataukah macet. Namun, 

selain daripada itu apabila memang terjadi kerugian maka kerugian tersebut 

dapat di tujukan kepada Kementerian Koperasi sebagai Corporate 

Guarantee, karena program pembiayaan LPDB merupakan program yang 
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inisiasinya berasal dari Kementerian Koperasi yang dalam proses 

pelaksanaannya dilakukan kerjasama dengan beberapa lembaga koperasi 

dan salah satunya adalah BMT Bina Ihsanul Fikri  

 

B. Saran 

1. Peran pemerintah sangat diharapkan  untuk menunjang tujuan jangka 

panjang dalam  menumbuhkan gairah sarjana  maupun para pemuda usia 

produktif  untuk memulai wira usaha. 

2. Perlunya payung hukum untuk menaungi para pengusaha pemula yang telah 

lama dicanangkan berupa rancangan undang-undang tentang Pengusaha 

Muda. 

3. Perlunya peraturan pelaksana untuk agunan yang sifatnya progresif berupa 

ijazah khusus bagi pengusaha pemula yang minim modal memulai dan 

mengembangkan usahanya. 

4. Koperasi sebagai sarana  penyalur dana pinjaman   harus lebih 

memperhatikan pengikatan jaminan yang memberikan posisi seimbang 

antara peminjam  (kreditor) dan koperasi (debitor). 
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